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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Apoteker di Apotek memiliki peran, fungsi dan tanggung 

jawab yang sangat penting. Apoteker merupakan lini terakhir 

sebelum obat dikonsumsi oleh pasien sehingga Apoteker 

harus cermat dan teliti dalam mengemban tugas dan tanggung 

jawabnya. 

2. Melalui PKPA mahasiswa calon Apoteker dapat memperoleh 

kesempatan langsung untuk merasakan, melihat dan 

mempelajari strategi dalam dunia kerja. Mahasiswa calon 

Apoteker memperoleh pengalaman langsung dalam hal 

pelayanan kefarmasian baik dalam pelayanan resep maupun 

pelayanan non resep. 

3. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pengalaman praktisi 

dan dapat menambah pengetahuan serta ketrampilan untuk 

melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek 

4. Melalui PKPA mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui 

dan menambahkan pengetahuan tentang menjadi Apoteker 

yang profesional di Apotek. Apoteker yang profesional harus 

menjadi caregiver, decision maker, teacher dan 

communicator bagi pasien dan harus diterpkan dalam 

melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek. 

5. Kegiatan PKPA di Apotek dapat memberikan gambaran 

secara nyata tentang permasalahan dalam melakukan 

pekerjaan kefarmasian. 
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5.2. Saran 

1. Calon Apoteker harus lebih membekali diri dengan ilmu 

pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri 

yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di 

Apotek dengan lebih baik. 

2. Calon Apoteker hendaknya berperan aktif dalam 

melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh 

semua informasi dan pengalaman yang kiranya berguna untuk 

kehidupan dunia kerja di masa yang akan datang. 

3. Calon Apoteker harus melatih diri untuk peduli dan berempati 

terhadap pasien agar pelayanan yang diberikan lebih 

maksimal. 

4. Untuk obat-obat dengan harga jual yang tinggi hendaknya 

dibuatkan kartu stok untuk meminimalkan selisih jumlah obat 

dan mempermudah penelusuran. Selisih jumlah obat yang 

tidak dapat ditelusuri dapat menyebabkan kerugian pada 

keuangan Apotek. 

5. Apotek harus lebih berkomitmen dalam menerapkan 

pelayanan kefarmasian yang berpihak kepada pasien melalui 

penulisan patient medication record baik untuk pasien yang 

mendapatkan obat dengan resep maupun pasien dengan 

swamedikasi yang sangat berguna untuk merangkum profil 

pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien. 
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